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ABSTRACT. The formulationin this study is how the communication pattern between BDP and the community
in the development of the Sepande Village is. The purpose of this study was to determine the pattern of
communication between BPD and the community in the development of Sepande Village. This study uses a
qualitarive descriptive approach because it is able to describe and answer problems in a concise manner. Data
collected through interviews. And using the theory of communication patterns. The results of this study indicate
that the communication pattern between the BPD and the community in the development of the Sepande Village
is a one- way, two-way and multi-way communication paitern
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ABSTRAK. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi antara BDP dan masyarakat
dalam pembangunan Desa Sepande. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meng etahui pola komunikasi antara
BPD dan masyarakat dalam pembangunan Desa Sepande. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif karena mampu mendeskripsikan, dan menjawab permasalahan secara meringkas. Data
vang dikumpulkan melalui wawancara. Dan menggunakan teori pola komunikasi. Hasil penelitian ini
meﬂmrj.kan bahwa pola komunikasi antara BPD dan masyarakat dalam pembangunan Desa Sepande
adalah pola komunikasi satu arah, dua arah dan multi arah.

KATA KUNCI — POLA KOMUNIKASI, PEMBANGUNAN DESA

I. Pendahuluan

Konsep desentralisasi kekuasaaan daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terhadappemerintahan
daerah termasuk dalam sistem Otonomi Daerah yang dimulai sejak pasca reformasitahun 1998 [1]. Dalam
penerapannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah juga bisa dikategorikan sebagai
penguatan determinasi daerah dalam mengelola sumber daya alam danmanusianya serta penguatan lingkup
pengambilan keputusan yang dahulu selalu top down management di mana pemerintah pusat selalu dominan
dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan serta lebih mengikat dalam pembuatan peraturan daerah
menjadi lebih ke bottom up

management dimana posisi daerah diperbolehkan untuk merancang serta mengelola anggaran daerahnya serta
membentuk produk hukum berupa peraturan daerah untuk mengelola dan memperkuat potensi-potensi
pembangunan fisik maupun peningkatan kemajuan daerahnya sendiridengan lebih maksimal [2].

Dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah yang telah dimulai pasca reformasi tersebut, daerah
mampu menggali potensi masing-masing. Semangat yang terkandung dalam Otonomi Daerah adalah adanya
keleluasaan (discretionary power) dalam menetapkan kebijakan publik, kebijakan menetapkan kelembagaan,
personel, kenangan, maka hampir pasti peranan pemerintah daerah akan kuat dan efektif. Kreativitas dan inovasi
pemerintahan daerah menjadi relevan dan signifikan untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan publik
masyarakat lokal secara tepat dan secara tepat pula penentuan prioritas-prioritas bagi daerah. Pemahaman
terhadap masalah-masalah lokal secara tepat merupakan prasyarat dalam penetapan kebijakan dan akses kedalam
berbagai informasi penting untuk mendisain lembaga yang urgen dan kebutuhan kepegawaian yang sesuai
dengan beban daerah. Pemerintahan daerah yang memiliki akuntabilitashanya dapat dibangun jika daerah
memiliki hak dan kebebasan yang cukup. Dari pernyataan tersebut, sesuai dengan PP no.72 Tahun 2005 Tentang
Desa bab I tentang dasar birokratis dari desa yaitu, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [3]. Pernyataan tentang pemerintahan
pedesaan termuat dalam buku karangan berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai
kesatuan mas yarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasark an hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Desa Sepande telah melaksanakan Peraturan Bupati tersebut dengan melaksanakan komunikasi dengan
BPD sebagai badan otonom desa untuk bekerja bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pemenuhan azas
otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa yang telah diwadahi dalam UU Desa nomor menunjukkan
bahwa pola komunikasi yang efektif antara BPD dan desa dengan perangkatnya serta masyarakat sebagai
aspirator pembangunan sangat mungkin mampu menunjang peningkatan penyerapan pembangunan di desa
Sepande. Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki




kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga
kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya
pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yangsama, namun dengan fungsi yang
berbeda. Kepala desa memegang peran determinan sebagai alatnegara yang me mbawahi wilayah birokratis serta
menjadi tanda kehadiran negara yang dekat danmenyentuh tingkat masyarakat pedesaan. BPD sebagai mitra
kerja kepala desa bersinergi bersamadan mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa yaitu
memajukan desa secara fisik dan non fisik berupa kemajuan dan perkembangan SDM masyarakat desa. Sesuai
dengan narasi tersebut, dalam desa Sepande yang mempunyai struktural paling tinggi adalah kepala desa dengan
BPD sejajar dalam garis koordinasi, selajutnya di ikuti oleh wakil kepala desa beserta perangkat desa. BPD
adalah mitra musyawarah kepala desa tentang kebijakan-kebijakan desa yang sesuai dengan Perbup Sidoarjo
No. 47 tahun 2017 pasal 3 mampu menjadi common stake holder dalam pemerintah desa. BPD menjadi sarana
asprasi warga desa kepada pemerintahan desa sehingga nantinya akan di rembuk dalam musyawarah desa atau
musyaw arah perencanaan desa (musrengbangdes) dan musyawarah desa (musdes) [4].

Menurut Effendy Pola komunikasi ialah pola komunikasi yang dapat dipahami sebagai pola hubungan
antara dua orang atau lebih yaitu, pengurus BPD dan masyarakat di desa Sepande. Pola komunikasi adalah
proses yang diancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta
keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis [5]. Komunikasi adalah salah
satu bagian dari hubungan antar manusia dalam suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari
satu pihak kepada pihak lain.

Istilah pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model tetapi maksudnya sama, yaitu systemyang terdiri
atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendididkan keadaan
mas yarakat. Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk
membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang ditimbulkan cukup
mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukan atau terlihat. Komunikasi adalah salah satu
bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Effendy menyatakan bahwa dari pengertian ini jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang
dimana sesorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibatdalamkomunikasi itu adalah manusia
itu. Komunikasiberawal dari gagasan yangada pada seseorang, gagasan itu diolahnya menjadi pesan dan dikirim
melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. Penerima pesan, dan sudah mengerti pesannya
kepada pengirim pesan. Dengan menerima tanggapan dari si penerima pesan itu, pengirim pesan dapat menilai
efektifitas pesan yang dikirimnya. Berdasarkan tanggapan itu, pengirim dapat mengetahuipesannya dimengerti
dan sejauh mana pesannya dimengerti oleh orang yang dikirimi pesan itu.

II. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong (2010:5)penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan
pengertian atau pemechaman tentang fenomena dalam suatu latang yang konteks khusus. Jenis penelitian
deskriptif menurut Sugiyono (2012:207) statistic. Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasikan penelitian yang dilakukan
pada populasi (tanpa di ambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistic deskriptif dalam analisanya.

IIl. Hasil dan Pembahasan

Dalam hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti selama wawancara atau penelitian menunjukan hasil
bahwa pola komunikasi antara BPD dan masyarakat Desa Sepande memiliki penerimaan yang cukup beragam
terhadap pelaksanaan musyawarah sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman informan.

Dalam hal ini khalayak melakukan decoding terhadap pesan-pesan yang telah disampaikan. Dalam
proses ini informan menghasilkan cara pandang yang berbeda antara satu inf.nem dan lainya. Selanjutnya
informan menggunakan tiga pola komunikasi yaitu polakomunikasi satu arah, pola komunikasi dua arah dan
pola komunikasi multi arah.
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Pola komunikasi satu arah, adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik
menggunakan media maupun tanpa media. Tanpa ada umpan balik dari komunikan dalam hal ini, komunikan
bertindak sebagai pendengar saja.

Pola komunikasi satu arah dari BPD ke masyarakat : yaitu melakukan komunikasi satu arah dalam bentuk
pengumuman melalui group whatsapp dan surat pemberitahuan ke masyarakat. Contohnya informan
memberikan pengumuman yang akan diadakan kegiatandengan masyarakat yaitu tentang kegiatan fisik dan
non fisik, dan memberikan pengarahancara dan pelaksanaannya.

Pola komunikasi dua arah atau timbal balik (Twe way traffic aommunication), yaitu komunikator dan
komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka.Komunikator pada tahap pertama
menjadi komunikan, dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakekatnya yang
memulai percakapan adalah komunikator utama, komunikator utama mempunyai tujuan tertentu melalui
proses komunikasi tersebut. Prosesnya dialogis, serta umpan balik terjadi secara langsung.(Siahaan, 1991)
Pola komunikasi dua arah dari BPD ke masyarakat : yaitu melakukan komunikasi dua arahantara ketua BPD
dengan salah satu anggota untuk membahas program yang akandilaksanakan untuk di sampaikan pada
anggota lainnya, contohnya yaitu mengadakan rapat dengan masyarakat untuk mencapai mufakat tentang
pembangunan desa.

Pola komunikasi multi arah yaitu, proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok, yang lebih banyak di
mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis.

Pola komunikasi multi arah : yaitu dengan melakukan pertemuan ataupun rapat antara BPD dan masyarakat
desa Sepande. contohnya yaitu mengajak masyarakat untuk dialog atau diskusi tentang pelaksanaan program
yang akan diadakan atau dikerjakan, agar masyarakat merasa lebih puas dilibatkan dengan mengadakan
rapat di balai desa atau rumah warga. Contohnya mebahas tentang akan diadakan tentang RTH / ruang
terbuka hijau, atau beberapa pelaksanaan kegiatan pelantikan dll

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pola komunikasi antara BPD dan masyarakat dalam pembangunan Desa
Sepande dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pola komunikasi yang dilakukan antaraKetua BPD dengan masyarakat adalah pola
komunikasi satu arah, pola komunikasi dua arahdan pola komunikasi multi arah. Adapun pembangunan fisik
yang telah dilakukan yaitu meliputi pavingisasi, saluranair, perbaikan jalan, dan RTH/ ruang terbuka hijau.
Dan ada pula beberapa pelaksanaan atau kegiatan non fisik yaitu pelantikan pembuatan pupuk, ternak
burung puyuh, ternak ikan lele, service dinamo serta rias pengantin.
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan dari semua pihak
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